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PERATURAN ilUF,qTI HALfuIA}{ERA BAHAT
NOViOR L3 TAi"{LrN 2823

TENTANG

PENERAPAN APLIKASI SEMPCA DALAM PENGtrLOLAAN DAN
PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DtrNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. tlahu,a untuk rneiaksanakan ketentu*rn Unrlang-Undar:g Nom*r
14 Tahun ?008 tentang Keterbukaan Infr;rmasi Publik.
Peraturan Pemerintah Nomo:: 12 Tahun 2CI19 tentang
Pengelolaan Keuangan l)aerah serla Peraturan Daerah
Katrupaten l{almatrera Barat Nomor 2 Tahun 2O'}.2 tentang
Irengeiolaan Keuangan Daerah, maka perlu diiakukan tinrtrak
lanjut inlbrmasi tentang pengelolaan keuangan yang

Mengingat

transparansi *lan akuntzlbel;
b. bahwa rlalam rangka rnewujurlkan pengelolaan keuangan

Daerah secara tertib" e{isien, ekonomis, efektif transparan darr
trertanggungjaw'ab diperlukan sr-l.atu aplikasi pengeloinan dan
penatausahaan keriangan guna mewujudkan Visi dan Misi
Pemerint-ah Daerah melalui Aplikasi SEMPOA _yang diterapkan
parta Sekretariat Daerah Kabupaten F{aimahera E}arat;

c. llalm,a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam i:uruf a rian huruf b, per*: menet-apkan tserai.ut-an
Bupati tentang Penerapan Apiikasi StrMPOA rlalaur Pengelolnan
rlan Penatausahaan Keuangan pada Sekretariat .DaerElh
Kabupaten Haimahera Barat..

: 1. Undang-Undang Nomor 60 I"ahun 11]58 tentang Penetapan
Unilang-untlarrg ltlomor 23 Darurat Tahun 1957 trntang
Pembentukan Daerah-daerah Slvatirntra Tingkat II lJalan
Wilayah Daerah Srvatantr"a Tingkat 1 Maluku menjadi lJntlar:g-
unclang;

2. Untlang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Ilembentukan
Pr-ovinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru rlan Kabupate;:
Maiuku Tenggara Barat sebagairnana teiah diuhah dengan
Undang-undang lrtromor 6'lahun 2000;

13. IJnrlang-undang Nomor 1 Tilhun 2003 t.entang Pembrentukar:
Kabupaten Halmahera Lltara, Kabupaten l{almahera Timur da:r
Kota Tidore Kepulauan di Pl'ovinsi Maluku Utara;

4. Llnrlang-unriang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Ixformasi Publik;

5. Uadang-undang Nomcr 5 Tahun 2AL4 tentang
Negara;

6" Undang-undang Nonuor 23 Tahun 2AL4 tentang
Daerah;

Aparatur Sipil

Pernerintahan
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t.

8.

tfndang-undang Nomor 1g rahun 2016 tentang perutrahan atas
unclang-undang Nornor 11 Tahun 2008 tentang Inforrnasi rlan
Tra nsaksi Eiektrorrik ;

undang-undang Nomor 30 Tahun z0l4 tentang Administrasi
Pernrrintahan;

9' undang-nndang Nomor 1 "fahun '2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah pusat clan pemerintah Daerah;

10.Peraturun Pemerintah Republik Indonesja Nomor 12 Tahun
2A1q tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

ll.Peraturan Presiden Nomor gs rahun 201g tr:ntang sistem
Pemerintahan Berhasis Elektronik;

l2.Keputusan Presiden Nomor g tahun zo21 tentang satuan
Tugas Percepatan rlan Perluasan Digitalisasi Daerah {sat.gas
P2DD);

tr3.Peraturan l\{enteri pendayagllnaan Aparatur Negara dan
Reforrnasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang pedouran
umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

1r1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2}lg
Sistern Infbrraasi Pemerintahan Daerah;

15. Peraturan l,{enteri Dalam Negeri Namor 7T Tahun 2AZA
Perloman Teknis Pengeiolaan lieuangan f)aerah ;

Menetapkan

16. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang
Tirr: Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah provinsi dan
Kabupaten/Kota sefta lata cara Implementasi Eleku"ord{ikasi
Transaksi Femerintah Daerah;

17. Peratriran lJaelah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun
'2427 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengall
l)aerair Kabupaten Flalmahera Barat Tahun ,2O2|-2O,26;

18. Feraturan naerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahur:
2021 tentang Pembahan Atas peraturan Daerah Kahupaten
Hahlahera LJarat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pernbentukaa
dan susunan Perangkat Dar:rah Kabupaten l{aimahera Barat;

2o. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Nomor 2 T'ahun
2422 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSI(AN :

: PtrIRATURAN T]UPATI TF]NTANG APLIKASI SEMPOA DAI,,TM
PI'NGELOLAAN DAN PENATAUSAF{AAN KI]UANGAN P;II}A
StrKRtrTARIAT I}AtrRAI I KABUPATtrN HALMA}{BRA BARAT.

BAB I
KTiTENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat"
Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah setlagai Llnsur
penyelenggara pemerintah riaerah yang meminpin pelaksanaan unlsan
pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten lfalmahera Barat_.
Bupati ada-lah I3upati Fialmaher"a Barat.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ha-lmahera Barat.

tentang

teniang
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fr. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
7. integrasi adalah Proses pembauran yang dinamis dan terstruktur terhactrap tr-

Pla nning dan E-I3r-rdgeting.
8" Aplikasi adalah suatu perangkat iunak .yang dibuat khusus untuk memenuhi

kehutuhan yang diinginkan pengguna.
q. Sistern Informasi arialah sehuah sistem formal, sosiotekr:ikal dan

organisasional yang eiirancang untuk mengumpulkan, rlernproses. rnenyimpan,
dan rne ndistritrusikan informasi.

1$. SEMPOA adalah Akronim dari Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan.

BAB II
MAKSUD, T{-UUAN DAN :\SAS

Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Maksurl pe laksanaan Apli kasi " S EIM POA", "-vai tt1 :

i1. Mervujudkan optirnaiisasi penga\vasan te rharlaJ: pengeioiaar: dan
penatausahaan keuangan daerah pada Sekretarial. Daerah Kabupaten
I{almahera Barat;

b. Mendorong peningkatan prol'esionalisrrte dan kualitas Aparatur Sipil Negarr:
pada Sekretariat Ilaerah Kabupaten l lalmahera Barat.

L3agian Kedua
'I"ujuan
Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan Aplikasi "SEMPOA" Yaitu :

a. Tujuan Jangka trendek : terwujurlnva sistem inlormasi per:gelo1aan keuangat
"Seu1poa" di [iagian Umurn, Perencannan clan Keuangan Sekretariat Daerale
Kabupaten Halmahera Barat.

b. Tujuan Jangka Menengah : terr,r,,r-ijudnya integrasi pelaporan keuangan yang
tepat rvaktu dengan Aplikasi "StrMPOA'.

c. Tujuan .Iangka Panjang : lenvlrjudnya optimaXisasi teknis pengelolaan
keuangan meialui Aplikasi "StrMPGA" pada Perangkat Daerah Kabupaten
Flahnahera FJarat.

Bagian Ketiga
Asas

Pasal 4

Aplikasi "SEMPOA" berasaskan Pancasila dan UUD 1945 serta ketentuan peraturrxr
perundang-undangan dengan menjun-iLtng tinggi objektivilas infonnasi, keabsaha*
elan ketertrukalan infonnasi publik.

I]AI] IU
PENCitrRTiA}J SIIMPOA

Pasal 5

KaLI "SEMPOA" memitriki pengertian sebagai berikut :

a. Sempoa adnlah aiat hitung kuno yang dibuat clar:i rangka, ka.1.u denga:r
sederetan poros yang berisi rnanik*manik yang bisa tligeser.geserkan .yailg
sering digunakan oleh Bangsa Cina.

lt" "StrMPOA" rnerupakan akronim dari Sistem Inftrr:nasi Pengelolaan Keuangan"
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Bagian Kedua
Manlaat

Pasal 6

Manfaat Aplikasi "SIIMPOA" vaitlt:
a. Untuk organisasi :

1. Dapat mengetahui data dan informasi anggaran parla Sekretariat Daerah
terhaclap realisasi pengglmaan anggaran.

'2. Dapat memberikan akses (lavanani dat.a dan infcrmasi secara baik da:r
dapat memberikan pelayanan pr:ima kepada stakeholder -!.ang
rnembutuhkan.

tr" Untukstakeholder':
1. Dapat mengakses rtrata dan infnrrnasi atas pelaksanaan peirgguflaarl

anggaran program prioritas Sekretariat Daerah Kabupaten F{almahera
Barat.

2. Dapat memantau perkemlrangan kebijakan pelaksanaan pengguflaarl
enggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Ilalmahera Barat.

BAB IV
PELAKSANAAN APLIKAS] "StrMPOA"

Pasai 7

i1] Pelaksanaan Aplikasi "SEI.{FOA' dilakukan atas inisiatif Peserta Pelatihar:
Kepemirnpinan Administrator (PILA) Tingkat III Angkatan VI Tahun 2023 -_vang
rnengangkat judul Aksi Perubahan Optimalisasi Pengawasan Meialui Sisterp
In{bnnasi Pengeloiaan Keuangan "SEMPOA" Sekretarjat l)aerah Katlupaten
Halmahera Barat.

{2) Aplikasi "SEMPOA" dapat dijadikan selragai media informasi bagi Aparatur
birokrasi serta stakeholder dalam mengakses inforrnasi tentang penggunaen
anggarail pada Sekrelariat l)aerah Katrupaten i{almahera Barat.

i3) Aplikasi "StrMI'OA" dilaksanakan pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Flalmahera Ralat.

Pasal I

Apiikasi "SIIMPOA" dapat mengernbangkan diri sebergai komunitas penggltna
e.lan/atau Pengelola lavanan inforrnasi yang berirasis teknologi informasi dan
komunikasi di bidang pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah.

BAB V
PEN{BINAAN DAN trEN(}AWASAN

Fasal 9

P*mLrinaan dan penga\.asan Aplikasi "SL,MP(JA" dilaksanakan tlerdasarkan marrg
lingkup yaitu pengelolaan keuangan dan penatausahaan keuangan berbasis rligit.a1
rJ.i bawah pengawasan sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera llarat.
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BAB VI
PtrMBiNAAN DAN F!]NGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan Aplikasi "SI4MPOA" dilaksanakan ber<iasarkan rl allg
lingkup yaitu pengelolaan keuangan rlan penatausahaan keuangan trerbasis cligitat
rii bara,-ah pengawasan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Rarat.

tsAB VII
KETtrNTUAN PtrNUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diunclangkan"

Agar setiap orang mengetahr-linya. memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini rlengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten I{almahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggaT : zli Novernirer '2$23

i]UPATI I]ARAT,

UA.ITIG

Diund.angkan cli
pada tar:ggai

: Jailolo
: 7\ Novernber: 'sA23

SEKRETARIS D,A,IIRAHo""u''wAl-l L RA LIAIL'\':'

MUHA]}IM ffi SY**TRIL ABD" RADJAI(
//

BERIIA DAERAH KABUPATEN I{ALMAFIBRA TjARAT TAHUN 2{}23 NOMOR : 70

Salinan sesuai aslinya
Kepala Rergian Hukum dan Organisasi
Setda Katr. Haimahera Barat

Ass.Birl- Adrn" Umum

Iiahag Umurt,
Perenca.naan & Ke

Idilhag" Hukurn &. Orgs

5

128 200604 1 009

d


